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Perubahan. 
 

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN 

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka memberikan tunjangan kinerja 

terhadap Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana 

Harian di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan 

atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan 

Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan, 

perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembayaran 
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Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4925); 

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3093); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);  

 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan; 

 8. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan; 
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 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 194), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 886); 

 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1095); 

 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembayaran 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1730); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 

PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 

  

Pasal I 

 Ketentuan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kepala 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, ditambah 1 

(satu) pasal baru, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 13A 

(1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas 

atau Pelaksana Harian tidak mendapat tunjangan 

struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas atau 

Pelaksana Harian. 

(2) Pegawai/Pejabat  yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas 

atau Pelaksana Harian dengan jangka waktu menjabat 

paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan 

Tunjangan Kinerja dengan Ketentuan sebagai berikut: 

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung 

yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau 

Pelaksana Harian menerima Tunjangan Kinerja yang 

lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari 

Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Pelaksana 

Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan yang 

dirangkapnya. 

b. Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana 

Tugas atau Pelaksana Harian menerima Tunjangan 

Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per 

seratus) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah 

pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya. 

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 

berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara 

yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau 

Pelaksana Harian menerima Tunjangan Kinerja pada 

jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima 

Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya. 

d. Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang 

berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, 

yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau 

Pelaksana Harian menerima Tunjangan Kinerja pada 

jabatan yang dirangkapnya. 

(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran 

Tunjangan Kinerja berikutnya. 

(4) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan jangka 

waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak 



2016, No. 1157 
-5- 

berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

  

Pasal II 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Agustus 2016 

  

MENTERI DALAM NEGERI 

SELAKU  

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA 

PERBATASAN, 

 

ttd 

 

TJAHJO KUMOLO  

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Agustus 2016 

               

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                  ttd  

 

WIDODO EKATJAHJANA 


